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ABSTRAK

Nabeel Edgar Ferdrianda (21042316) : Implementasi Kebijakan
Pengembangan Kawasan Wisata
Terpadu Gunung Padang

Pembimbing : Rahmadani Yusran,S.sos,M.Si

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kebijakan Pemerintah Kota Padang
melalui Keputusan Wali Kota Padang Nomor 100 Tahun 2021 tentang Penetapan
Kawasan Gunung Padang sebagai Daya Tarik Wisata Unggulan. Meskipun
kebijakan ini telah memberikan arah yang jelas terhadap pengembangan pariwisata
daerah, namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala seperti
keterbatasan fasilitas penunjang, promosi wisata yang belum terkoordinasi, serta
minimnya sumber daya manusia di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk
mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan pengembangan
Kawasan Wisata Terpadu Gunung Padang serta mengidentifikasi faktor-faktor
pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan
deskriptif. Informan ditentukan menggunakan teknik purposive sampling yang
melibatkan pihak-pihak terkait, antara lain Dinas Pariwisata Kota Padang, Dinas
Lingkungan Hidup, pengelola kawasan, masyarakat sekitar, pelaku UMKM, serta
pengunjung wisata. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan
dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model implementasi kebijakan
Van Meter dan VVan Horn (1975) yang mencakup enam variabel: standar dan tujuan
kebijakan, sumber daya, karakteristik lembaga pelaksana, komunikasi
antarorganisasi, kondisi ekonomi-sosial-politik, serta disposisi pelaksana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan
Kawasan Wisata Terpadu Gunung Padang telah berjalan cukup baik, ditandai
dengan adanya komitmen pemerintah daerah, dukungan regulasi, serta partisipasi
aktif masyarakat dan pelaku usaha lokal. Namun demikian, masih terdapat beberapa
kendala seperti terbatasnya sumber daya manusia, kurangnya fasilitas pendukung
(toilet, area parkir, dan tempat sampah), serta koordinasi antarinstansi yang belum
optimal. Faktor pendukung utama adalah adanya dasar hukum yang kuat, komitmen
pemerintah daerah, dan stabilitas sosial-politik yang kondusif, sedangkan faktor
penghambat utamanya adalah keterbatasan SDM dan sarana prasarana.

Kata kunci: Implementasi, Pengembangan Wisata, Gunung Padang, Kota
Padang
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia pada dasarnya memiliki ragam potensi wisata yang cukup
menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan. Menurut Wahid (2015) Pariwisata
adalah kegiatan seseorang yang bepergian atau tinggal disuatu tempat di luar
lingkungannya yang biasa dalam waktu tidak lebih dari satu tahun secara terus
menerus, untuk kesenangan, bisnis ataupun tujuan lainnya. Indonesia merupakan
negara agraris yang memiliki kekayaan alam yang melimpah yang dapat
dimanfaatkan oleh berbagai sektor yakni salah satunya pariwisata. Pariwisata
berperan besar dalam meningkatkan taraf perekonomian masyarakat tempat tujuan
wisata, dan yang nanti akan tumbuhnya usaha kecil menengah sebagai wujud nyata
kontribusi sektor pariwisata dalam membangun masyarakat yang Sejahtera (Hariadi
B dkk,2023).

Kebijakan pada pengembangan pariwisata di Indonesia diatur dalam
Undang — Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Pengembangan
Pariwisata di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,
memperkenalkan budaya dan banga, dan memperkuat persatuan nasional melalui
pariwisata berkelanjutan, partisipatif, dan berwawasan lingkungan. Undang —
Undang ini mengatur hak dan kewajiban wisatawan serta pelaku usaha,
kewenangan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur dan promosi destinasi,
serta jenis-jenis usaha pariwisata seperti akomodasi, transportasi wisata, dan jasa

pramuwisata.



Pelaksanaan kebijakan pariwisata di Indonesia memiliki berbagai kendala,
antara lain: Pertama, di Destinasi Wisata Nusa Lembongan Kabupaten Klungkung
Bali ketidakteraturan dan kurangnya sistem tata kelola pengelolaan wisatawan yang
ditandai dengan pola perjalanan wisatawan yang belum terorganisasi secara
sistematis serta rendahnya kesadaran masyarakat dan pengelola terhadap
pentingnya konservasi lingkungan dan keberlanjutan pariwisata. (Dianasari dkk,
2020).

Kedua, di Kampung Wisata Dago Pojok kondisi fasilitas penunjang dan
infrastruktur yang masih kurang optimal dan belum memadai untuk mendukung
jumlah pengunjung yang terus meningkat, termasuk fasilitas utama seperti pintu
gerbang, pusat informasi, pos keamanan, papan petunjuk, toilet, dan area parkir
yang masih dalam kondisi kurang baik maupun belum lengkap. Selain itu, akses
jalan dan fasilitas umum lainnya seperti tempat istirahat dan penitipan barang juga
memerlukan perbaikan agar dapat memenuhi standar dan standar kebutuhan
wisatawan (Ramadhana B dkk 2020).

Ketiga, di Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur minimnya pengembangan
atraksi wisata akibat keterbatasan anggaran dan rendahnya partisipasi masyarakat
lokal karena kurangnya pelatihan dan kesadaran wisata, sulitnya akses menuju
lokasi wisata karena kondisi geografis berupa gugusan pulau, ketidakteraturan tata
ruang yang menyebabkan Pembangunan tidak tertata, serta ketidaksesuaian visi
antara pemerintah pusat yang berorientasi pada pemerintah daerah yang

mengedepankan ekowisata berbasis Masyarakat (Sugiarto A dkk 2020).



Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki
potensi dalam sektor pariwisata, sektor unggulan untuk dikembangkan di Sumatera
Barat karena adanya dukungan sumber daya alam, keanekaragaman budaya, dan
kekhasan lain yang dimiliki oleh daerah tersebut. Sektor ini menjadi salah satu
penggerak perekonomian dengan meningkatnya kunjungan wisatawan ke wilayah
Sumatera Barat, baik yang berasal dari sumatera barat, luar provinsi hingga
mancanegara (Nusera Q, 2023).

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPDA) Tahun 20142025
merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan yang bertujuan untuk mengarahkan pembangunan pariwisata di
Sumatera Barat secara terpadu, terencana, dan berkelanjutan. Perda ini menetapkan
strategi pengembangan sektor pariwisata melalui empat pilar utama, yaitu atraksi,
aksesibilitas, amenitas, dan kelembagaan, serta menetapkan kawasan prioritas
seperti Kota Padang, Bukittinggi, Geopark Ngarai Sianok-Maninjau, Sawahlunto,
dan Kepulauan Mentawai. RIPPDA ini juga menekankan pentingnya kolaborasi
antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha untuk meningkatkan
kualitas destinasi, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui Pendapatan
Asli Daerah (PAD), serta menjadikan Sumatera Barat sebagai destinasi wisata
unggulan nasional dan internasional yang berbasis budaya, alam, dan nilai-nilai
lokal.

Namun, penerapan pilar-pilar ini masih menghadapi permasalahan di

berbagai lokasi wisata unggulan, termasuk kawasan Geopark Ngarai Sianok dan



Puncak Gagoan. Persoalan yang dihadapi umumnya mencakup minimnya fasilitas,
lemahnya kapasitas SDM, promosi yang belum optimal, hingga rendahnya kualitas
pelayanan dan partisipasi masyarakat lokal.Sebagai contoh di Ngarai Sianok Kota
Bukittingi, belum optimalnya penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan di
Kawasan Geopark Ngarai Sianok Maninjau, Kota Bukittinggi, masih diperlukan
perhatian lebih dalam menjaga kelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati
seperti bunga Rafflesia Arnoldi agar tidak rusak akibat aktivitas wisata. Pariwisata
bersifat musiman sehingga berdampak pada ketidakstabilan pendapatan masyarakat
dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pelayanan terhadap wisatawan masih perlu
ditingkatkan, dan kesadaran masyarakat dalam mendukung pariwisata
berkelanjutan belum merata, sehingga diperlukan pembinaan dan keterlibatan aktif
masyarakat secara lebih konsisten (Fadisa N 2022). Dan yang terakhir Objek Wisata
Puncak Gagoan Kabupaten Solok yaitu belum optimalnya pengelolaan dan
pengembangan objek wisata Puncak Gagoan, meskipun memiliki potensi alam yang
besar dan menarik. Fasilitas dan prasarana wisata yang masih sangat terbatas (hanya
tersedia satu toilet dan mushola yang letaknya jauh), akses jalan yang belum
memadai dan rusak, promosi wisata yang belum tersentuh media modern (masih
sebatas dari mulut ke mulut), serta lemahnya kapasitas sumber daya manusia
masyarakat. Selain itu, kurangnya dukungan dari pemerintah daerah, minimnya

keterlibatan swasta (Yolvery Y dkk 2023).



Gambar 1. 1 Gunung Padang

Sumber: Dokumentasi Pribadi (2025)

Kawasan Gunung Padang di Kota Padang merupakan salah satu destinasi
wisata potensial yang memiliki nilai sejarah, budaya, dan alam yang kuat. Melalui
Keputusan Wali Kota Padang Nomor 100 Tahun 2021, kawasan ini ditetapkan
sebagai daya tarik wisata unggulan. Namun, berbagai persoalan faktual yang
terungkap melalui observasi lapangan dan hasil penelitian menunjukkan adanya
ketimpangan antara arah kebijakan dengan kondisi riil. Fasilitas penunjang yang
belum memadai, promosi wisata yang tidak terkoordinasi, serta keterbatasan SDM
dalam pengelolaan destinasi menjadi hambatan nyata bagi pengembangan Gunung
Padang sebagai kawasan wisata terpadu yang kompetitif dan berkelanjutan.

Pemerintah Kota Padang telah melakukan berbagai langkah strategis dalam
mendukung pengembangan kawasan terpadu Gunung Padang ini. Sejak adanya
perwako ini pada tahun 2021 Pemerintah Kota Padang terus melakukan
pengembangan Kawasan Wisata Gunung padang dengan penyediaan fasilitas
penunjang wisata,perbaikan infrastruktur, promosi, serta kemitraan dengan pelaku
pariwisata. Langkah strategis ini memiliki dampak yang cukup seperti

meningkatnya aktivitas ekonomi lokal seperti UMKM, homestay, serta pemandu



wisata, munculnya apresiasi terhadap potensi Sejarah dan budaya Kawasan serta
peningkatan kesadaran Masyarakat lokal akan pentingnya menjaga Kawasan wisata
(Khairani dkk, 2021).

Namun demikian, meskipun Keputusan Wali Kota Padang Nomor 100
Tahun 2021 telah menetapkan pengembangan Kawasan Wisata Gunung Padang
sebagai daya tarik wisata unggulan, pada praktiknya masih terdapat ketimpangan
antara kebijakan dan realisasi di lapangan. Hal ini terlihat dari berbagai persoalan
seperti berikut: pertama, fasilitas yang masih kurang atau tidak mendukung di
kawasan wisata terpadu Gunung Padang, misalnya kondisi fisik tangga yang rusak
dan membahayakan keselamatan pengunjung, minimnya akses air bersih di toilet
umum, tempat parkir yang tidak memadai, serta kurangnya fasilitas pendukung
yang layak padahal seluruh elemen tersebut merupakan bagian penting dalam
menjamin kenyamanan dan kepuasan wisatawan.

Tabel 1. 1 Data Jumlah Kunjungan Wisatawan Gunung Padang

NO Tahun Jumlah
Kunjungan Kunjungan
1 2016 25.400
2 2017 23.100
3. 2018 44.956
4 2019 31.449
5. 2020 12.140

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Padang
Kunjungan wisatawan ke Kawasan Wisata Gunung Padang Kota Padang
mengalami kunjungan yang naik turun dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Pada

tahun 2016 jumlah kunjungan wisatawan tercatat sebanyak 25.400 orang, kemudian



mengalami sedikit penurunan pada tahun 2017 menjadi 23.100 orang. Namun, pada
tahun 2018 terjadi peningkatan yang cukup signifikan yaitu mencapai 44.956 orang,
yang menunjukkan adanya peningkatan minat wisatawan terhadap objek wisata ini.
Pada tahun 2019 jumlah kunjungan kembali menurun menjadi 31.449 orang.
Penurunan tersebut kemungkinan disebabkan oleh faktor promosi yang kurang
optimal serta adanya persaingan dengan destinasi wisata lain di Kota Padang.
Kemudian pada tahun 2020, jumlah kunjungan mengalami penurunan yang cukup
drastis yaitu hanya 12.140 orang. Penurunan tajam ini sangat dipengaruhi oleh
pandemi COVID-19, yang menyebabkan pembatasan kegiatan masyarakat
termasuk sektor pariwisata.
Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf ¢ dan d Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pemerintah dan pemerintah daerah
berkewajiban “memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang
menjadi daya tarik wisata” serta “mengawasi dan mengendalikan kegiatan
kepariwisataan untuk mencegah dampak negatif bagi masyarakat luas”. Dalam hal
pengelolaan Kawasan Wisata Terpadu Gunung Padang, kewajiban tersebut
mencakup penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dasar yang menjadi kebutuhan
utama wisatawan, seperti area parkir, toilet, akses jalan atau tangga menuju puncak,
serta kebersihan lingkungan destinasi.
Hal ini juga dibuktikan pada obsevasi awal yang dilakukan pada bulan April
2025 terdapat beberapa permasalahan pada bagian fasilitas di Daya Tarik Wisata
Gunung Padang. Pada saat penulis berkunjung ke Daya Tarik Wisata Gunung

Padang, pada fasilitas pendukung yaitu tempat parkir yang disediakan tidak



mencukupi jumlah kendaraan wisatawan yang berkunjung, sehingga beberapa
wisatawan yang berkunjung memarkir kendaraannya jauh dari gerbang masuk.
Toilet yang juga tidak memadai seperti tidak adanya ketersediaannya aih bersih.
Tangga yang rusak dan tidak memadai untuk akses wisatawan menuju puncak
gunung padang serta sampah yang berserakan di gerbang awal pintu masuk. Ketika
penulis menuju puncak Daya Tarik Wisata Gunung Padang, penulis juga
menemukan beberapa wisatawan kesulitan saat menaiki tangga menuju destinasi
karena banyak nya tangga yang rusak dan tidak terawat.

Kedua, Pasal 29 huruf f menyatakan bahwa Dinas Pariwisata berwenang
memfasilitasi promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di
wilayahnya. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat seharusnya
berperan aktif merancang strategi promosi Gunung Padang yang lebih luas,
misalnya melalui integrasi media sosial, platform digital resmi, dan kerja sama
dengan industri pariwisata. Namun demikian promosi belum berjalan dengan
maksimal di kawasan wisata terpadu Gunung Padang,

Hal ini dibuktikan dengan kajian yang dilakukan oleh (Putri R dkk, 2024).
Berdasarkan penelitian yang dilakukannya, promosi melalui media sosial masih
dilakukan secara terbatas dan lebih banyak digerakkan oleh masyarakat secara
mandiri, tanpa dukungan penuh atau strategi yang jelas dari pemerintah daerah.
Akibatnya informasi tentang potensi wisata Gunung Padang belum banyak
diketahui oleh masyarakat luas. Padahal tempat ini memiliki daya tarik alam,
sejarah, dan budaya yang sangat menarik untuk dikunjungi. Kurangnya promosi

yang terencana ini membuat jumlah pengunjung belum sesuai harapan.



Berdasarkan penelitian Putri R. dkk. (2024), promosi destinasi wisata
Gunung Padang melalui media sosial masih dilakukan secara terbatas, serta lebih
banyak digerakkan oleh inisiatif masyarakat tanpa strategi terpadu dari pemerintah
daerah. Akibatnya, informasi mengenai daya tarik wisata Gunung Padang yang
kaya akan unsur alam, sejarah, dan budaya belum tersebar secara luas.

Hal ini sejalan dengan temuan penelitian Wahyuni dan Safitri (2022) yang
menyatakan bahwa kurangnya penggunaan data dan analisis media digital
menyebabkan strategi promosi destinasi wisata di daerah kurang efektif dan tidak
mencapai target pasar yang diharapkan. Perumusan kebijakan promosi seharusnya
didasarkan pada bukti nyata di lapangan, seperti data tren media sosial, perilaku
wisatawan digital, serta efektivitas saluran promosi yang telah digunakan. Dengan
mengandalkan bukti empiris, pemerintah daerah dapat menyusun kebijakan
promosi yang lebih strategis, terukur, dan sesuai dengan karakteristik audiens yang
dituju.

Hal ini juga dibuktikan dalam wawancara awal penulis dengan salah satu
masyarakat disekitar kawasan wisata terpadu Gunung Padang yaitu Bapak
Samsurizal pada Kamis 8 Mei 2025, yang mengatakan:

“...Kalau dari pemerintah kota atau dinas pariwisata, promosi lewat media sosial
memang belum terlalu terlihat ya. Selama ini yang banyak bantu mempromosikan
itu anak-anak muda sekitar sini, lewat Instagram pribadi atau TikTok. Tapi itu pun
belum terkoordinir. Harusnya ada bantuan pelatihan dari pemerintah bagaimana
cara promosi yang benar, atau minimal ada akun resmi yang rutin aktif mengangkat
potensi wisata Gunung Padang ini” (Wawancara pada 8 Mei 2025).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa upaya promosi pariwisata
Gunung Padang melalui media sosial belum dilakukan secara maksimal oleh

pemerintah daerah. Hingga saat ini promosi digital lebih banyak dilakukan oleh



kalangan muda disekitar kawasa wisata melalui unggahan pribadi di media sosial.
Namun promosi tersebut dilakukan secara spontan dan tidak terkoordinasi dengan
baik. Pemerintah belum ada pelatihan atau arahan resmi dari pemerintah kepada
masyarakat mengenai strategi promosi yang efektif. Bahkan akun resmi pemerintah
untuk mempromosikan Gunung Padang secara rutin pun belum terlihat.

Ketiga, Berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009
tentang Kepariwisataan, pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewajiban
untuk “menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan”. Ketentuan ini menegaskan bahwa
keberhasilan pengelolaan destinasi wisata tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan
fasilitas fisik, tetapi juga oleh kesiapan dan kapasitas sumber daya manusia yang
terlibat secara langsung di lapangan.

Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Pengelolaan Kawasan
Wisata Gunung Padang, hal ini dibuktikan dengan kajian yang dilakukan oleh
(Hariadi B dkk, 2023). Berdasarkan penelitian yang dilakukannya, pengelolaan
kawasan wisata terpadu Gunung Padang masih menghadapi kendala serius dalam
hal keterbatasan tenaga kerja atau petugas di lapangan. Keterbatasan Sumber Daya
Manusia (SDM) dalam pengelolaan kawasan wisata Gunung Padang sebagaimana
diungkapkan dalam kajian Hariadi B. dkk. (2023).

Salah satu informan yaitu Bapak Rian Saputra selaku staf objek wisata
Gunung Padang padang pada Kamis 8 Mei 2025, yang mengatakan:

“...masih kurangnya sumber daya manusia yang ada di lapangan sehingga

pengelolaan objek wisata Gunung Padang kurang terkontrol oleh petugas,

sehingga aktivitas pengunjung kurang diperhatikan karena keterbatasan
personil di lapangan” (Wawancara 8 Mei 2025).
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Berdasarkan wawancara tersebut kondisi ini menyebabkan berbgai aspek
penting dalam pengelolaan wisata seperti pengawasan terhadap perilaku
pengunjung, pemberian informasi dan pelayanan wisata, serta pengelolaan
kebersihan dan keamanan kawasan menjadi tidak maksimal. Tidak hanya itu,
kurangnya petugas juga berdampak pada tidak tersampainya edukasi budaya dan
sejarah Gunung Padang kepada para wisatawan yang seharusnya menjadi salah satu
nilai jual destinasi ini.

Lebih jauh, meskipun kebijakan tersebut bertujuan untuk mengembangkan
potensi budaya dan alam secara berkelanjutan, meningkatkan kunjungan
wisatawan, memperkuat infrastruktur, serta mendorong pertumbuhan ekonomi
lokal, pelaksanaannya masih menunjukkan berbagai kesenjangan, seperti belum
optimalnya pelestarian dan pemanfaatan nilai budaya lokal dalam atraksi wisata,
kurangnya sarana promosi yang konsisten dan profesional untuk menarik
wisatawan secara luas, serta terbatasnya dampak ekonomi langsung bagi
masyarakat sekitar akibat minimnya pembinaan UMKM dan distribusi manfaat
pariwisata yang belum merata (Khairani dkk, 2021).

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan pengembangan Kawasan
Wisata Terpadu Gunung Padang.”

B. ldentifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, dapat disimpulkan identifikasi

masalahnya adalah sebagai berikut:
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1.

Fasilitas yang masih kurang atau tidak mendukung di kawasan wisata
terpadu Gunung Padang. Pasal 23 ayat (1) huruf ¢ dan d Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2009

Promosi belum berjalan dengan maksimal di kawasan wisata terpadu
Gunung Padang. Pasal 29 huruf f Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2009

Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Pengelolaan
Kawasan Wisata Gunung Padang. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 10

Tahun 2009

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dirasa perlu dilakukan

pembatasan masalah agar dalam pengkajian yang dilakukan lebih terfokus

kepada masalah-masalah yang ingin dipecahkan. Adapun batasan masalah

dalam penelitian ini yaitu bagaimana Implementasi Kebijakan

pengembangan Kawasan Wisata Terpadu Gunung Padang.

D. Rumusan Masalah

1.

Bagaimana Implementasi Kebijakan pengembangan Kawasan Wisata
Terpadu Gunung Padang?
Apa variabel yang pendukung dan penghambat dalam Implementasi

Kebijakan pengembangan Kawasan Wisata Terpadu Gunung Padang?

E. Tujuan Penelitian

1.

Untuk  menganalisis bagaimana Implementasi Kebijakan

pengembangan Kawasan Wisata Terpadu Gunung Padang.
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2. Untuk menganalisis variabel pendukung dan penghambat dalam
Implementasi Kebijakan pengembangan Kawasan Wisata Terpadu

Gunung Padang.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan
pengetahuan dan keilmuan yang terkait dengan Ilmu Administrasi
Negara khususnya kajian bidang Kebijakan Publik.

2. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi:

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi, masukan, dan
pertimbangan bagi Dinas Pariwisata Kota Padang pada
Pengembangan Pariwisata Terpadu Gunung Padang sehingga dapat
mengurangi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan.

b. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan
sumber informasi bagi masyarakat dalam pengembangan pariwisata
terpadu Gunung Padang.

c. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai
bahan kajian bagi pihak lain yang tertarik melakukan penelitian

mengenai permasalahan yang sama.
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secara lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai
implementasi kebijakan pengembangan Kawasan Wisata Terpadu
Gunung Padang di Kota Padang, dapat disimpulkan bahwa
pelaksanaan kebijakan tersebut secara umum telah berjalan cukup
baik, meskipun masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan.
Kebijakan ini telah memiliki arah dan tujuan yang jelas sebagaimana
tercantum dalam Keputusan Wali Kota Padang Nomor 100 Tahun
2021 tentang Penetapan Kawasan Gunung Padang sebagai Daya
Tarik Wisata Unggulan. Tujuan tersebut sejalan dengan visi
Pemerintah Kota Padang untuk menjadikan Gunung Padang sebagai
destinasi wisata unggulan yang berdaya saing, berkelanjutan, dan
memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Pelaksanaan kebijakan ini telah didukung oleh sumber daya
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yang cukup, baik dari sisi kelembagaan maupun sarana dan
prasarana, meskipun jumlah petugas lapangan dan fasilitas
pendukung seperti toilet umum, tempat sampah, dan area parkir
masih terbatas sehingga pengawasan dan pelayanan terhadap
pengunjung belum sepenuhnya optimal. Dinas Pariwisata Kota
Padang sebagai pelaksana utama telah memiliki struktur organisasi
yang jelas dan pembagian tugas yang terarah, serta menunjukkan
komitmen dalam melaksanakan tanggung jawabnya, walaupun
koordinasi antarinstansi dan mekanisme pelaporan kegiatan masih
perlu diperkuat agar pelaksanaan kebijakan lebih efektif.

Sikap para pelaksana kebijakan menunjukkan komitmen dan
tanggung jawab yang baik dalam menjalankan tugas, tetapi motivasi
kerja sebagian petugas masih perlu ditingkatkan melalui pemberian
insentif dan pembinaan rutin. Komunikasi antarorganisasi dan
antarpetugas juga telah terjalin, namun masih bersifat insidental dan
belum dilakukan secara berkala, sehingga penyampaian informasi
dan tindak lanjut hasil kegiatan belum sepenuhnya efisien.
Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik di sekitar kawasan wisata
cukup mendukung pelaksanaan kebijakan. Masyarakat memiliki
sikap positif terhadap pengembangan kawasan karena memberikan

dampak ekonomi dan membuka peluang usaha baru, meskipun
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kesadaran terhadap kebersihan dan ketertiban masih perlu
ditingkatkan.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan pengembangan
Kawasan Wisata Terpadu Gunung Padang telah menunjukkan hasil
yang positif. Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Pariwisata telah
berupaya mewujudkan pengelolaan kawasan wisata yang berdaya
saing dan berkelanjutan. Namun demikian, untuk mencapai hasil
yang lebih optimal, diperlukan peningkatan sumber daya manusia,
penguatan koordinasi lintas instansi, serta peningkatan kesadaran
masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian kawasan
wisata agar kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif,
partisipatif, dan berkelanjutan.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah

Diharapkan agar meningkatkan efektivitas implementasi
kebijakan dengan memperkuat koordinasi lintas instansi, terutama
antara Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, dan pihak
keamanan kawasan. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi rutin
terhadap pelaksanaan kebijakan agar permasalahan yang muncul di

lapangan dapat segera diatasi secara sistematis dan berkelanjutan.

2. Bagi Pengelola Kawasan Wisata Gunung Padang
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Diharapkan dapat memperbaiki dan menambah fasilitas
pendukung wisata, seperti tempat sampah, toilet umum, papan
informasi, serta area parkir yang memadai. Pengelola juga
diharapkan melakukan inovasi dalam promosi wisata melalui media
digital dan kegiatan budaya agar daya tarik kawasan semakin

meningkat.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti berikutnya disarankan untuk mengkaji implementasi
kebijakan pengembangan pariwisata dari aspek lain seperti evaluasi
kebijakan, keberlanjutan lingkungan, atau pengaruh kebijakan
terhadap peningkatan ekonomi lokal, dengan memperluas lokasi
penelitian dan melibatkan lebih banyak informan agar hasil

penelitian menjadi lebih komprehensif.
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